
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah 

dapat memberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

belum mendapatkan rumah Jabatan Pimpinan atau 

rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai 

lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan 

peraturan yang baru; 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI KLATEN 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR .L TAHUN 2017 

TENT ANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 



Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Dalam Ka bu paten Daerah-daerah Pembentukan 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Klaten; 

pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdasarkan 

Mengingat 



Pasal 1 

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Klaten diberikan dalam bentuk uang yang 

dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2017 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN. 

Menetapkan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2004 Nomor 9), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

3); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 49); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 142); 

9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 62); 



BERi 'A DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 1 

Diundangkan di Klaten );lT oz 
pada tanggal 1'1 J~11,u,u; J.-o17 

IS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal I" Jarwn,ri )J)Jj 

Plt.BUPATI KLATEN, 

"~~YANI 

No Jabatan Tanggal Paraf 

I Sekretaris Daerah ~- 
2 Asisten Adrninistrasi c: 
3 Kabag Hukum ~ 
4 Kasubbag PerUUan --- Sekretariat DPRD 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Klaten. 

Pasa!S 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal4 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kia ten. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 3 

Pasal 2 

(1) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 

sebagai berikut: 
a. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 9.000.000 

(sembilan juta rupiah) setiap bulan; dan 

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 8.000.000 

(delapan juta rupiah) setiap bulan. 

(2) Penerima Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 


